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Kata Pengantar

Besarnya kewenangan yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta yang 
selalu bersinggungan dengan pemerintah pusat, masyarakat dan budaya daerah 
mengharuskan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki dasar hukum yang jelas 
untuk pelaksanaan pemerintahannya. Hal ini diperlukan mengingat Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa 
Yogyakarta dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan 
keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ‘belum’ mengatur secara tuntas 
dan tegas substansi keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Berbeda dengan tiga daerah lain yaitu Nanggroe Aceh Darusalam, Papua dan 
DKI Jakarta yang telah definitif. 

Banyak faktor yang menyebabkan Rancangan Undang-undang Daerah 
Istimewa Yogyakarta (RUU DIY) belum terselesaikan. Faktor pertama adalah 
berakhirnya masa jabatan DPR RI periode 2004-2009 yang belum dapat 
menyelesaikan pembahasan RUU DIY. Substansi yang belum disepakati antara 
DPR RI dan Pemerintah adalah tentang pengisian jabatan Gubernur dan 
Wakil Gubernur DIY. Kendala lainnya adalah masuknya kepentingan politik 
dalam proses penyelesaian RUU DIY dibandingkan dengan kepentingan untuk 
peningkatan kesejahtraan masyarakat. Update Indonesia kali ini mengangkat 
tema utama tentang polemik Rancangan Undang-undang Daerah Istimewa 
Yogyakarta.

Update Indonesia kali ini juga mengangkat tema-tema penting di bidang 
politik dan sosial. Bidang politik mengangkat tema tentang euforia Tim 
Nasional Sepakbola Indonesia: antara prestasi dan politisasi. Tema lainnya 
tentang pertumbukan partai koalisi pemerintahan Yudhoyono. Di bidang sosial 
mengangkat tema mengenai laporan MDGs: pencapaian atau pencitraan, dan 
tema mengenai potret perjalanan sembilan tahun otonomi khusus Papua.

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan 
akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, 
serta kalangan akademisi dan think tank internasional dalam mendapatkan 
informasi aktual dan analisis kontekstual  tentang perkembangan ekonomi, 
politik, sosial dan budaya di Indonesia. 

Selamat membaca.
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Polemik Rancangan Undang-undang  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan   
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  mengakui 
dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus 
atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Pengakuan dan 
penghormatan yang dimaksud merupakan sebuah penjabaran dari pelaksanaan 
otonomi daerah yang dititikberatkan pada provinsi. Pelaksanaan otonomi 
memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut 
prakarsa sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan batas 
hukum dan wilayah yang jelas. 

Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Maklumat tanggal 5 September 
1945 menyatakan antara lain Sri Sultan Hamengku Buwono IX 
adalah Kepala Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan Sri Paduka 
Paku Alam VIII adalah Kepala Negeri Kadipaten Paku Alaman yang 
bersifat kerajaan dan merupakan Daerah Istimewa dari Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Maklumat ini ditegaskan dengan 
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom 
setingkat provinsi yang bersifat istimewa.

Sebagai daerah otonom, Daerah Istimewa Yogyakarta memliki 
kewenangan mengelola daerahnya dalam seluruh bidang 
pemerintahan, kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, 
keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.  Selain  
kewenangan diatas, sebagai daerah istimewa memiliki kewenangan 
istimewa di bidang pemerintahan meliputi kewenangan di 
bidang pertanahan, budaya, pendidikan, pariwisata, tata ruang 
dan keuangan dan dapat mengadakan kerja sama yang saling 
menguntungkan dengan pemerintah daerah lain, lembaga atau 
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badan di dalam negeri maupun lembaga atau badan di luar negeri 
yang diatur dengan keputusan bersama sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.

Besarnya kewenangan yang dimiliki oleh Daerah Istimewa 
Yogyakarta yang selalu bersinggungan dengan pemerintah pusat, 
masyarakat dan budaya daerah mengharuskan Daerah Istimewa 
Yogyakarta memiliki dasar hukum yang jelas untuk pelaksanaan 
pemerintahannya. Hal ini diperlukan mengingat Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa 
Yogyakarta dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan 
dengan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ‘belum’ 
mengatur secara tuntas dan tegas substansi keistimewaan Propinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbeda dengan tiga daerah lain yaitu 
Nanggroe Aceh Darusalam, Papua dan DKI Jakarta yang telah 
definitif. 

Banyak faktor yang menyebabkan Rancangan Undang-undang 
Daerah Istimewa Yogyakarta (RUU DIY) belum terselesaikan. 
Faktor pertama adalah pembahasan RUU Keistimewaan Propinsi 
DIY terkendala oleh selesainya masa jabatan DPR RI periode 
2004-2009 yang belum dapat menyelesaikan pembahasan RUU 
DIY. Akan tetapi political will DPR RI dan Pemerintah sepakat 
merekomendasikan kepada DPR RI dan Pemerintah periode 2009-
2014 agar menjadikan prioritas utama untuk dibahas kembali. 
Substansi yang belum disepakati antara DPR RI dan Pemerintah 
adalah tentang pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur 
DIY.

Faktor kedua adalah belum terakomodasinya kepentingan 
masyarakat DI Yogyakarta dalam RUU tersebut. RUU masih 
memiliki porsi yang cukup besar bagi kepentingan pusat. Faktor 
ketiga adalah mekanisme internal di kelembagaan pemerintahan 
DIY dan Pemerintah pusat yang masih belum satu visi khususnya 
dalam masalah politik dan demokrasi. Faktor keempat adalah 
masuknya kepentingan politik dalam proses penyelesaian RUU DIY 
dibandingkan dengan kepentingan untuk peningkatan kesejahtraan 
masyarakat. 

Belum usai masalah pembahasan RUU DIY yang tertunda, muncul 
permasalahan baru yang menyebabkan dampak yang signifikan bagi 
kehidupan politik masyarakat Yogyakarta.  Permasalahan substansi 
ini berawal dari pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
yang menegaskan bahwa kepala daerah tetap dipilih rakyat, bukan 
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dengan cara penunjukan. Hal ini menjawab hasil sidang rakyat 
Yogyakarta di halaman DPRD DIY yang dihadiri puluhan ribu warga 
Yogyakarta yang berasal dari Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, 
Sleman, dan Kota Yogyakarta. Dalam sidang tersebut, masyarakat 
Yogyakarta  menetapkan Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku 
Alam IX sebagai gubernur dan wakil gubernur. 

Hasil sidang dibacakan Ketua Sidang, HM Mulyadi, di hadapan 
peserta sidang. Penetapan Sri Sultan HB X dan Paku Alam IX sebagai 
gubernur dan Wakil Gubernur DIY berlaku mulai 10 Oktober 2008. 
Sebab, masa jabatan Sri Sultan HB X dan Sri Paku Alam IX akan 
berakhir pada 9 Oktober 2008. Rupanya sidang ini memancing reaksi 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kemudian mengundang 
Sri Sultan ke Istana Negara. Dari hasil pembicaraan, Presiden pun 
mengeluarkan keputusan presiden (keppres) yang menetapkan 
pasangan Sri Sultan dan Paku Alam sebagai gubernur DIY dan 
wakilnya.

Selama ini, memang di DIY belum pernah ada pemilihan kepala 
daerah (Pilkada). Untuk jabatan Gubernur DIY periode 1998-2003, 
Sultan Hamengku Buwono X ditetapkan sebagai Gubernur DIY 
melalui Sidang Rakyat I. Kemudian pada 2003, ditetapkan melalui 
Rapat Paripurna Fraksi-Fraksi DPRD DIY. Penetapan ini untuk 
menduduki jabatan gubernur periode 2003-2008. Payung hukum 
penetapan karena seluruh fraksi yang ada di DPRD DIY sepakat 
untuk dilakukan penetapan.

Kejadian tersebut merupakan salah satu masalah yang ada dalam 
RUU DIY yang sedang dibahas di DPR. Hal ini perlu mendapat 
prioritas karena posisi kesultanan yang tetap harus memperoleh 
keistimewaan melalui penyerahan jabatan gubernur. Penyerahan 
jabatan gubernur kepada Sri Sultan tidak menciptakan monarki 
dalam demokrasi karena Sri Sultan selalu bersama rakyat. 

Permasalahan diatas menimbulkan gejolak sosial di masyarakat yang 
memicu aksi protes dari seluruh lapisan masyarakat DI Yogyakarta 
melalui aksi massa, dialog politik hingga pada penuntutan referendum. 
Tidak hanya itu, permasalahan memunculkan gesekan politik di 
tingkat lokal maupun pusat termasuk sekertariat gabungan. Di 
DPRD DIY selain Partai Demokrat, seluruh partai menyetujui opsi 
dengan penetapan. Meskipun pada akhirnya sikap Parta Demokrat 
pun mengikuti arah politik tersebut. 
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Tidak jauh beda dengan kondisi politik nasional, Partai pemegang 
kursi di DPR RI seperti PDIP, Golkar, PKS, PPP, dan PAN mengambil 
sikap yang sama dengan kondisi politik di DPRD DI Yogyakarta. 
Gesekan politik paling substansi adalah pengunduran diri ketua 
DPD Partai Demokrat DIY dari jabatan dan keanggotaan partai 
sebagai bentuk keteguhan sikap penghargaan bagi keistimewaan 
Yogyakarta.

Langkah awal sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah pusat 
melalui Departemen Dalam  Negeri yang mempercepat proses 
penyelesaian draft RUU DIY versi pemerintah. Akan tetapi 
permasalahan substansi belum terakomodir dalam RUU tersebut 
sehingga menyebabkan konflik kepentingan di DPR pada saat 
pembahasan.

Sebenarnya permasalahan substansi ini sudah mendapatkan jawaban 
jika melihat secara utuh isi UUD 1945. Akan tetapi banyak pihak 
yang hanya melihat ketentuan pasal-pasal dalam UUD 1945 secara 
tidak sempurna. Padahal, jika mencermati bunyi pasal selanjutnya, 
yaitu Pasal 18 B ayat 1 pada BAB VI tentang Pemerintahan Daerah 
yang merupakan hasil amandemen kedua UUD 1945, dengan tegas 
menyatakan jika Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan 
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa 
yang diatur dengan undang-undang. Artinya, kekhususan DIY itu 
tidak bisa disebut melanggar konstitusi apalagi masih dalam kerangka 
NKRI. 

Dikatakan juga bahwa saat merumuskan Pasal 18 B ayat 1 UUD 1945, 
kata-kata satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus 
atau bersifat istimewa mengacu pada empat provinsi yang ada di 
Indonesia, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Papua, DKI Jakarta, 
dan DIY. Adanya Pasal 18 B ayat 1 memberikan dasar konstitusional 
kepada empat provinsi tersebut untuk melakukan ‘penyimpangan’ 
terhadap ketentuan umum yang berlaku bagi daerah-daerah 
lainnya. 

— Aly yusuf —

Kedepan yang perlu 
diperhatikan adalah 
proporsi pengadopsian 
dinamisasi masyarakat 
Yogyakarta dalam 
politik, ekonomi,  
budaya dan 
kehidupan sosial, 
mekanisme komunikasi 
pemerintahan antara 
daerah dan pusat, 
dan keberlangsungan 
keistimewaan 
Yogyakarta secara 
definitif. 
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Euforia Tim Nasional Sepakbola Indonesia: 
Antara Prestasi dan Politisasi

Gerakan politik tidak saja bisa muncul pada sistem bernegara 
tapi juga bisa merambah kebidang lainnya yang seharusnya steril 
dari politik. Hal ini dibuktikan dengan munculnya gerakan politik 
(politisasi) terhadap Tim Nasional (Timnas) sepak bola Indonesia 
dalam piala Asean Footbal Federation (AFF) Suzuki Cup 2010. 
Disebut politisasi karena beberapa  tokoh politik tanah air secara 
tersirat mengambil keuntungan politik dari euforia masyarakat 
Indonesia terhadap prestasi timnas di piala AFF akhir tahun ini.

Prestasi

Timnas Indonesia yang berhasil merebut kemenangan demi 
kemenangan dan mampu membangkitkan simpati dan kebanggaan 
masyarakat Indonesia setidaknya disumbang oleh beberapa hal: 
Pertama, mayoritas pemain timnas saat ini tergolong berumur 
produktif meski tidak semuanya tergolong muda namun semua 
memiliki kualitas bagus.  Badan Tim Nasional (BTN) yang berwenang 
menetapkan nama-nama yang masuk kedalam timnas menyaring 
25 orang pemain terbaik yang diambil dari  berbagai persatuan 
sepak bola (klub) se-Indonesia. Berikut nama-nama pemain yang 
tergabung bersama timnas (Sumber: www.goal.com);

Kiper: Markus Horison [Persib Bandung], Ferry Rotinsulu [Sriwijaya 
FC], Kurnia Meiga [Arema Indonesia].

Belakang: Zulkifli [Arema Indonesia], Benny Wahyudi [Arema], 
Nova Arianto [Persib], Maman Abdurahman [Persib], Hamka 
Hamzah Persipura Jayapura], M Roby [Persisam Samarinda], 
M Nasuha [Persija Jakarta],SlametRiyadi[PerselaLamongan]. 
Tengah: M Ridwan [Sriwijaya FC], Arif Suyono [Sriwijaya FC], 
Toni Sucipto [Persija], Firman Utina [Sriwijaya FC], Eka Ramdani 
[Persib], Ahmad Bustomi [Arema Indonesia], Hariono [Persib], 
Oktovianus Maniani [Sriwijaya FC], Oktavianus [Persija].

Depan: Christian Gonzales [Persib], Irfan Bachdim [Persema 
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Malang], Boas Salossa [Persipura], Bambang Pamungkas [Persija], 
Yongky Aribowo [Arema]. 

Kedua, faktor pelatih. Meskipun belum memiliki rekor melatih yang 
sempurna, namun dengan kedisplinan yang dimiliknya, Alfred 
Riedle telah membuktikan mampu membawa timnas untuk tampil 
aktraktif dengan pola menyerang. Ketiga, pemain naturalisasi. Tidak 
dapat dipungkiri, kehadiran pemain naturalisasi yaitu Christian 
Gonzales dan Irfan Bachdim membawa warna tersendiri dalam 
timnas. Christian merupakan pemain naturalisasi asal Uruguay dan 
Irfan pemain naturalisasi dari Belanda yang menjadi andalan dalam 
mencetak gol di lini depan.

Meskipun belum dipastikan menjadi juara piala AFF setidaknya 
dengan keberhasilan Indonesia masuk ke final bertemu dengan 
Malaysia dan menyuguhkan permainan yang rancak, Timnas 
dimata masyarakat Indonesia sudah memiliki prestasi yang sangat 
membanggakan.

Politisasi

Timnas Indonesia saat ini sesungguhnya dibangun dari sebuah 
rantai proses yang panjang. Baik atau buruknya kondisi Timnas 
Indonesia saat ini sesungguhnya bermula dari belasan tahun lalu. 
Sepak bola telah memiliki sistem yang berjenjang dimana semuanya 
berawal dari rekrutmen bibit pemain yang kemudian ditempa dalam 
sistem kompetisi berjenjang (divisi II, divisi I, divisi utama dan liga 
super). Sistem berjenjang ini akan menyeleksi pemain-pemain yang 
berkualitas dan selanjutnya terpilih menjadi pemain timnas.

Antusiasme penggemar bola pun juga tidak timbul serta merta. 
Sepak bola sendiri tidak hanya sekedar olahraga namun telah 
menjadi sub-kultur tersendiri yang menempa loyalitas dan fanatisme 
yang luar biasa. Dalam kasus euforia terhadap timnas Indonesia saat 
ini tampaknya tidak hanya dari segmen kelompok yang memiliki 
fanatisme terhadap sepak bola belaka, namun juga menjangkiti 
lapisan masyarakat yang sebelumnya tidak terlalu peduli dengan 
olah raga ini. 

Dalam hal ini, sosiolog Universitas Indonesia (UI), Musni Umar 
menyatakan analisanya bahwa euforia masyarakat dari segala lapisan 
terhadap Timnas Sepakbola dalam laga Piala AFF mencerminkan 
kegundahan masyarakat atas kondisi sosial ekonomi dewasa ini. 
Akibat tekanan ekonomi, akhirnya masyarakat mencari sarana 
untuk melupakan sejenak permasalahan yang ada.
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Momentum ini rupanya tidak disia-siakan oleh politisi negara ini. 
Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang selama ini 
memang kental dengan kepengurusan dari parpol tertentu terlihat 
begitu mudah dimanfaatkan oleh pengurus parpol. Sebut saja 
Aburizal Bakrie yang mengundang Timnas untuk makan pagi di 
kediamannya pada 20 Desember 2010 lalu, PSSI dan segenap timnas 
menghadiri acara yang sesungguhnya tidak penting tersebut. Tidak 
hanya itu, Aburizal juga memberikan bonus sebanyak Rp 2,5 miliar 
karena timnas berhasil masuk ke babak final, dan juga menjanjikan 
akan memberikan 25 ha tanahnya di Jonggol, Bogor, Jawa Barat, 
untuk dimanfaatkan PSSI.

Terang sekali manuver Aburizal Bakrie tersebut sangat kental jualan 
politiknya. Hal ini tidak dapat dibantah untuk meningkatkan citra 
partai Golkar yang secara khusus ditujukan kepada penggemar 
sepakbola Indonesia. Namun, yang melakukan politisasi itu tidak 
hanya Aburizal Bakrie. Tokoh partai lain seperti  Ruhut Sitompul 
dari Partai Demokrat juga memanfaatkan momentum ini dengan 
cara menyerang balik partai Golkar ketika timnas kalah 0-3 pada 
final leg 1 di Kuala Lumpur. 

Ruhut Sitompul menyatakan bahwa kekalahan Timnas sebagai 
indikasi kalahnya partai Golkar pada pemilihan Umum 2014 nanti. 
Sekjen PKS Anis Matta juga tak urung memanfaatkan ini untuk 
menyerang Partai Golkar dengan menyatakan bahwa kekalahan 
timnas pada final leg I di Kuala Lumpur antara lain disebabkan oleh 
adanya politisasi ini. Pada poin ini, Aburizal Bakrie dan Golkar yang 
memanfaatkan momentum bagusnya permainan Timnas serta 
kritikan terhadap hal itu yang disampikan oleh tokoh partai lain 
seperti Ruhut Sitompul dan Anies Matta, sama-sama  melakukan 
politisasi terhadap Timnas.

Sesungguhnya politisasi timnas untuk kepentingan partai tertentu 
merupakan cerminan terang tentang kusut dan carut marutnya 
manajemen PSSI dalam mengurus sepak bola Indonesia. Politisasi 
terbukti tidak memberikan sumbangan  kepada membaiknya 
penampilan Timnas. Oleh karena itu, dalam momentum kecintaan 
yang begitu besarnya masyarakat Indonesia terhadap timnas 
perlu dilakukan usaha untuk mengurai benang kusut tersebut 
sehingga menjadi momentum untuk membebaskan (walau tidak 
seratus prosen) kepengurusan olah raga dari intervensi politik dan 
menempatkan orang-orang profesional demi kejayaan sepak bola 
Indonesia.

— Benni Inayatullah —

Perlu dilakukan usaha 
untuk mengurai 
benang kusut dalam 
kepengurusan PSSI 
sehingga kebangkitan 
Timnas bisa menjadi 
momentum untuk 
membebaskan 
kepengurusan olah raga 
dari intervensi politik 
dan menempatkan 
orang-orang profesional 
demi kejayaan 
sepak bola Indonesia 
khususnya dan olah 
raga pada umumnya.
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Pertumbukan Partai Koalisi  
Pemerintahan Yudhoyono

Babak kedua hubungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
dengan partai-partai mitra koalisi di periode kepresidenan 2009-
2014 telah dimulai. Penandanya masih sama dengan babak-babak 
sebelumnya, manuver politik dua kaki partai dan pola hubungan 
politik transaksional antara Yudhoyono dan partai-partai koalisi 
semakin menegas. 

Faktanya cukup jelas, di akhir tahun pertama pemerintahan, kita 
disuguhi dengan drama politik angket Century. Tarik ulur sikap 
partai-partai mitra koalisi – terutama Partai Golkar – dalam kasus 
angket Bank Century, pergantian Menteri Keuangan Sri Mulyani, 
serta pembentukan Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi dengan 
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie ditunjuk sebagai ketua 
hariannya, menjadi potret cukup gamblang tentang tawar-menawar 
dan barter politik di dalam koalisi. 

Di awal babak kedua, kita kembali disuguhi adegan drama politik 
kasus mafia pajak Gayus yang sering dikaitkan dengan perusahaan 
Group Bakrie. Proses hukum bercampur dengan aroma politik, 
itulah salah satu dampak dari pola hubungan transaksional di dalam 
koalisi. 

Partai Tersandera

Pola hubungan transaksional di dalam koalisi – sekretariat gabungan 
koalisi – semakin menguat disebabkan partai-partai anggota koalisi 
juga tersandera oleh perkara hukum. Partai Demokrat sejak awal 
pemerintahan Yudhoyono-Boediono tersandera kasus Bank 
Century. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga mitra koalisi 
pemerintah tersandera kasus Misbakhun. 

Pada kasus Century, Yudhoyono dan Partai Demokrat disandera dan 
terpojok oleh mitra koalisinya sendiri, yaitu Partai Golkar dan PKS. 
Karena itu, tidak heran pula jika publik mengaitkan ketika Misbakhun 
menjadi tersangka melakukan kejahatan perbankan sebagai upaya 
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membungkam dan menyandera PKS dalam kasus Bank Century. 
Pasalnya, Misbakhun merupakan anggota DPR dari fraksi PKS yang 
juga salah satu inisiator angket Century. 

Padahal beberapa kalangan menilai kasus Misbakhun lebih merupakan 
kasus perdata yang dijadikan perkara pidana. Aroma intervensi politik 
dalam kasus Misbakhun semakin kentara ketika Presiden Yudhoyono 
menyoroti vonis ringan – satu tahun penjara yang jauh dibawah 
tuntutan jaksa depalan tahun – terhadap Misbakhun. Karena itu, 
tidak heran pula, jika belakangan ini beberapa politikus PKS kerap 
melontarkan kritik keras terhadap pemerintah. Terakhir terkait 
kritik PKS terhadap kepemimpinan dan mekanisme di setgab koalisi 
yang lebih didominasi Demokrat dan Golkar. PKS pun melontarkan 
isue diperlukannya penggalangan kekuatan politik tengah dengan 
mengajak PDIP membahas koalisi calon presiden 2014. 

Selain partai mitra koalisi, partai oposisi Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan (PDIP) pun sebenarnya juga tersandera oleh kasus 
hukum, karena sejumlah politikus partai oposisi ini menjadi tersangka 
kasus cek perjalanan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank 
Indonesia Miranda Goeltom. Kasus ini seidaknya menyandera PDIP 
sebagai partai oposisi agar tidak terlalu kritis terhadap pemerintah 
dan menurunkan kadar oposisinya.

Belakangan ini, di penghunjung tahun 2011, Partai Golkar yang 
merupakan partai mitra koalisi terkuat Yudhoyono dan Demokrat, 
juga tersandera oleh kasus mafia pajak Gayus.  Keterangan Gayus 
di persidangan yang menyebutkan dirinya memperoleh uang dari 
sejumlah perusahaan pengemplang pajak milik Ketua Umum Partai 
Golkar Aburizal Bakrie jelas berpotensi besar menyandera Golkar. 
Kasus ini jelas bisa dijadikan senjata politik bagi Demokrat untuk 
menekan Golkar yang kerap bermanuver di dalam koalisi. 

Manuver Partai Golkar sebagai partai terbesar kedua di parlemen, 
tentu saja memiliki ambisi menggapai kekuasaan yang lebih optimal. 
Apalagi selama setahun bersama Yudhoyono-Boediono, Golkar 
dibawah kepemimpinan Aburizal Bakrie tempaknya memang belum 
memperoleh itu. Golkar sejatinya belum memiliki ruang manuver 
yang leluasa dalam memengaruhi kekuasaan pemerintahan. Karena 
itu pula, beberapa waktu lalu menjelang setahun pemerintahan, 
muncul aspirasi cukup kuat di kalangan Golkar agar adanya reshuffle 
kabinet untuk menekan Yudhoyono dan Demokrat. 

Pada kondisi seperti ini, sangat mungkin ke depan Golkar akan 
memperkuat peran politik dua kakinya, dengan memperkuat peran 
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oposisi di parlemen, jika Yudhoyono dan Demokrat gagal menjinakkan 
Golkar, dan biasanya melalui pendekatan politik transaksional atau 
barter politik. 

Koalisi Transaksional

Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, ujung dari 
proses hukum yang menjerat dan menyandera partai-partai biasanya 
berakhir tanpa kejelasan melalui kompromi dan tawar-menawar 
politik di belakang layar. Pada situasi seperti ini, upaya penegakan 
hukum dan kinerja pemerintah akan tersandera.  

Karena itu, hubungan Yudhoyono dengan mitra koalisi selama 
tahun 2010 ini merupakan lanjutan dari babak-babak sebelumnya.  
Yudhoyono masih mengandalkan politik pencitraan berbasis retorika 
verbal dalam membangun “legitimasi vertikal” dari rakyat, dan 
mengedepankan kompromi politik berbasis politik transaksional dan 
barter politik untuk memperkuat basis “legitimasi horizontal” dari 
parlemen dan partai-partai. 

Model koalisi transaksional yang bermetamorfosis dalam bentuk 
setgab koalisi berkolaborasi dengan menguatnya kepentingan Golkar 
untuk “memengaruhi” kebijakan politik dan hukum di pemerintahan 
dan problem karakter kepemimpinan Yudhoyono, maka sangat 
boleh jadi, kita akan kembali melihat drama politik yang akan terus 
menyandera pemerintah dalam empat tahun sisa pemerintahan. 

Jika Yudhoyono tidak segera berubah haluan, meninggalkan politik 
pencitraan berbasis retorika verbal dengan beralih mengandalkan 
politik pencitraan berbasis kinerja dan kerja keras, mulai mengurangi 
proporsi politik akomodatif dan politik kompromi, serta meninggalkan 
politik transaksional – maka, hampir bisa dipastikan di tahun 2011 
mendatang pemerintahan akan terus  tersandera. 

Tentu saja, Yudhoyono dan elite-elite partai koalisi sama-sama ikut 
memberi kontribusi, apakah lebih mengutamakan   kepentingan 
rakyat dengan keluar dari problem “pemerintah yang tersandera” 
atau justru semakin memperkuat “gurita politik penyandera 
pemerintah” sebagai tumbal kekuasaan dan kepentingan mereka 
dalam koalisi transaksional.

— Hanta Yuda AR —

Berdasarkan 
pengalaman-
pengalaman 
sebelumnya, ujung 
dari proses hukum 
yang menjerat dan 
menyandera partai-
partai biasanya 
berakhir tanpa 
kejelasan melalui 
kompromi dan tawar-
menawar politik di 
belakang layar.
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Laporan MDGs:  
Pencapaian atau Pencitraan?

Program Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development 
Goals atau MDGs) telah melewati tahun kesepuluh, sejak pertama 
kali dicanangkan pada tahun 2000. MDGs merupakan delapan 
tujuan pembangunan yang ditargetkan bersama oleh negara-negara 
yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk 
diupayakan dicapai pada tahun 2015. MDGs berisi sasaran-sasaran 
pembangunan yang menjadi tantangan pembangunan di seluruh 
dunia. Deklarasi MDGs telah diadopsi oleh 189 negara dan telah 
ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara, 
termasuk Indonesia, pada Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) 
Milenium di New York tanggal 8 September 2000.

Melewati tahun kesepuluh pada 2010 ini yang berarti tinggal 
tersisa lima tahun lagi waktu untuk mencapai semua sasaran yang 
ditargetkan, maka laporan pencapaian MDGs menjadi sorotan. 
Setiap tahunnya, masing-masing negara yang telah berkomitmen 
dan menandatangani Deklarasi Milenium ini diwajibkan membuat 
laporan pencapaian MDGs di negaranya. Secara kolektif, PBB 
mengkoordinir pelaporan pencapaian MDGs dunia. Di tingkat 
kawasan, secara berkala diselenggarakan pertemuan regional tingkat 
menteri tentang MDGs. Konperensi regional Asia Pasifik pada tahun 
kelima (Agustus 2005) dan tahun kesepuluh (3-4 Agustus 2010) 
keduanya telah diselenggarakan bertempat di Indonesia. Hasil-hasil 
pertemuan di tingkat kawasan lalu dibahas pada KTT Dunia tahun 
2005 dan Pertemuan Pleno Tingkat Tinggi tentang MDGs pada 20-
22 September 2010 di New York, USA.  

Pencapaian global

Ada 8 tujuan yang dikonkretkan dalam 18 target dan indikator 
kemajuan yang terukur. Ke-8 tujuan itu adalah: (1) Menanggulangi 
kemiskinan dan kelaparan, (2) Mencapai Pendidikan untuk Semua, 
(3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, 
(4) Mengurangi kematian anak, (5) Meningkatkan kesehatan Ibu, 
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(6) Memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya, (7) 
Memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan (8) Mengembangkan 
kemitraan global.

MDGs selama ini dikritik oleh para pakar yang menyatakan bahwa 
target-target MDGs terlalu idealis dan sulit dicapai pada 2015. 
Menurut Koordinator Nasional Indonesia untuk MDGs, Ivan 
Hadar, janji ambisius hampir semua negara anggota PBB hingga 
2015  bahwa kemiskinan dan kelaparan akan berakhir, pendidikan 
dan kesehatan akan jauh membaik, serta lingkungan hidup yang 
lestari dan berkurangnya kesenjangan Utara-Selatan, tampaknya 
masih jauh dari pencapaian. 

Walau demikian, untuk sementara, pencapaian yang dipublikasikan 
oleh PBB untuk tingkat dunia dikatakan terlihat positif. Jumlah 
penduduk miskin ekstrem dengan penghasilan di bawah USD 1,25 
per hari misalnya telah berkurang dari 46 persen pada tahun 1990 
menjadi 27 persen pada tahun 2005. Juga dilaporkan bahwa 84 
persen penduduk dunia telah memiliki akses ke air bersih. Hingga 
tahun 2010,  menurut Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada 
KTT MDGs di New York 23 September lalu, upaya menurunkan 
angka kematian balita serta angka kematian perempuan hamil dan 
melahirkan merupakan dua dari delapan target MDGs yang paling 
sulit dicapai.

Pencapaian Indonesia 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melaporkan 
bahwa Indonesia berhasil mencapai sejumlah target Tujuan 
Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) 
pada 2010. Dalam dokumen “Peta Jalan Percepatan Pencapaian 
Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia” yang disusun Bappenas 
dilaporkan pencapaian target-target MDGs ke dalam tiga kategori: 
(1) target yang telah dicapai, (2) target yang menunjukkan kemajuan 
signifikan serta diharapkan tercapai pada 2015 atau on track, dan (3) 
target yang masih memerlukan upaya keras untuk pencapaiannya. 
Bappenas pada Desember 2010 melaporkan pencapaian MDGs 
Indonesia hingga tahun 2010 sebagai berikut:
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Tabel. Pencapaian MDGs Indonesia hingga Tahun 2010

Kategori Sasaran 
MDGs Pencapaian

Target telah 
dicapai

Tujuan 1. Me-
nanggulangi 
kemiskinan 

Proporsi penduduk dengan pendapatan 
per kapita kurang dari 1 USD per hari telah 
menurun dari 20,6 persen pada 1990 men-
jadi 5,9 persen pada 2008

Tujuan 3. Men-
dorong kes-
etaraan gender 
dan pember-
dayaan perem-
puan

Rasio angka partisipasi murni (APM) 
perempuan terhadap laki-laki di SD/MI/Pa-
ket A dan SMP/MTs/Paket B sebesar 99,73 
dan 101,99, dan rasio angka melek huruf 
perempuan terhadap laki-laki pada kelom-
pok usia 15-24 tahun sebesar 99,85 pada 
tahun 2009

Tujuan 6. Mem-
erangi penyakit 
menular 

Prevalensi tuberkulosis menurun dari 443 
kasus pada 1990 menjadi 244 kasus per 
100.000 penduduk pada tahun tahun 2009

Target telah 
mencapai 
kemajuan 
signifikan dan 
diharapkan 
terpenuhi pada 
2015 (on track)

Tujuan 1. Men-
gurangi kemiski-
nan dan kela-
paran

Prevalensi balita kekurangan gizi telah 
berkurang hampir setengahnya, dari 31 
persen pada tahun 1989 menjadi 18,4 
persen pada tahun 2007. Target 2015 
sebesar 15,5 persen diperkirakan akan ter-
capai.

Tujuan 2. Men-
capai pendidi-
kan untuk se-
mua

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk pen-
didikan dasar mendekati 100 persen dan 
tingkat melek huruf penduduk melebihi 
99,47 persen pada 2009

Tujuan 3. Men-
dorong kes-
etaraan gender 

Rasio APM perempuan terhadap laki-laki 
di SM/MA/Paket C dan pendidikan tinggi 
pada 2009 sebesar 96,16 dan 102,95. 
Dengan demikian maka target 2015 sebe-
sar 100 diperkirakan akan tercapai.

Tujuan 4. Men-
gurangi tingkat 
kematian anak

Angka kematian balita telah menurun dari 
97 per 1.000 kelahiran pada tahun 1991 
menjadi 44 per 1.000 kelahiran pada tahun 
2007 dan diperkirakan target 32 per 1.000 
kelahiran pada tahun 2015 dapat tercapai.

Tujuan 8. 
Mengembang-
kan kemitraan 
global

Rasio pinjaman luar negeri terhadap PDB 
berkurang dari 24,6 persen pada 1996 
menjadi 10,9 persen pada 2009. Debt 
Service Ratio juga telah berkurang dari 51 
persen pada 1996 menjadi 22 persen pada 
tahun 2009



Update Indonesia — Volume V, No. 9 - Januari 2011 15

Politik

Kategori Sasaran 
MDGs Pencapaian

Masih 
perlu kerja 
keras untuk 
mencapai 
sasaran pada 
2015

Tujuan 5. Men-
ingkatkan ting-
kat kesehatan 
ibu

Angka kematian ibu menurun dari 390 
pada 1991 menjadi 228 per 100.000 kela-
hiran hidup pada 2007.  Diperlukan upaya 
keras untuk mencapai target pada tahun 
2015 sebesar 102 per 100.000 kelahiran 
hidup

Tujuan 6. Men-
gurangi HIV/
AIDS 

Jumlah penderita HIV/AIDS meningkat, 
khususnya di antara kelompok risiko tinggi 
pengguna narkoba suntik dan pekerja seks

Tujuan 7. Me-
lestarikan ling-
kungan hidup

Hingga 2010, hanya 47,73 persen rumah 
tangga yang memiliki akses berkelanju-
tan terhadap air minum layak dan 51,19 
persen yang memiliki akses sanitasi yang 
layak. Problem lainnya: meningkatkan tutu-
pan hutan, memberantas pembalakan liar, 
dan mengurangi emisi karbondioksida.

Sumber: Bappenas, 2010 (Diolah)

Laporan pencapaian target MDGs Indonesia tersebut menunjukkan 
gambaran yang optimistis. Namun diakui Bappenas bahwa 
kesenjangan antar daerah masih merupakan kendala. Apakah 
pencapaian di kondisi real di masyarakat memang sudah membaik? 
Kita berharap laporan MDGs Indonesia bukan hanya sekedar 
pencitraan semata.

— Antonius Wiwan Koban —

Laporan Pencapaian 
MDG Indonesia 
hingga tahun 2010 
menjadi penting karena 
merupakan monitoring 
perkembangan tahun 
kesepuluh  sebelum sisa 
lima tahun lagi seluruh 
tujuan ditargetkan 
tercapai pada 2015. Kita 
berharap yang terjadi 
adalah pencapaian dan 
bukan pencitraan.
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Potret Perjalanan Sembilan Tahun  
Otonomi Khusus Papua

Papua adalah sebuah ironi. Provinsi yang boleh dikata paling kaya ini 
sekaligus menyandang predikat provinsi termiskin. Papua berlimpah 
ruah sumber daya alam. Freeport, tambang emas dan tembaga 
terbesar di dunia ada di sini. Papua juga memiliki kilang LNG 
Tangguh, lapangan gas terbesar di dunia. Kekayaan hutan berikut 
biodiversitas dan plasma nutfahnya luar biasa. Namun mayoritas 
rakyatnya masih bergelut dengan kemiskinan akut. 

Laporan BPS Maret 2010 menyebutkan, jumlah penduduk miskin 
di Papua sebesar 761.620 jiwa (36,80%), sedangkan di Papua Barat 
pada periode yang sama sebesar 256.250 jiwa (34,88%). Total 
penduduk miskin di kedua provinsi tersebut pada bulan Maret 2010 
sebesar 1.017.870 jiwa. Dibandingkan dengan penduduk miskin pada 
tahun 2002 ketika awal kebijakan otonomi khusus Papua dijalankan 
yang berjumlah 984.000 jiwa (41,80%), berarti jumlah penduduk 
miskin naik sebesar 33.870 jiwa. Tingkat kemiskinan Papua juga 
jauh melampaui rata-rata nasional sebesar 13,33%.

Terlihat bahwa selama kebijakan otonomi khusus (Otsus) 
sejak 21 November 2001 dijalankan belum mampu mengurangi 
jumlah penduduk miskin di Papua secara signifikan. Di sisi lain, 
pemberlakuan kebijakan otsus ini mendapatkan dana khusus yang 
jumlahnya semakin meningkat sejak 2002-2010. Namun, demikian 
dalam perkembangannya, pemberian dana otsus, di luar ketiga 
dana perimbangan, belum menunjukan dampak positif terhadap 
penanggulangan kemiskinan di Papua. 

Sejak 2002 hingga 2010, pemerintah pusat telah mengeluarkan lebih 
dari Rp 23 triliun untuk dana otsus Papua. Namun, dana-dana itu 
sebagian besar tidak digunakan untuk menyejahterakan rakyat, 
bahkan banyak yang dikorupsi. Hal itu terkonfirmasi dari temuan 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan pemeriksaan 
anggaran otsus periode 2004-2009 sebesar Rp3,7 triliun, terdapat 
penyimpangan sebesar Rp578 miliar atau 16%. Sekitar 70% dari 
temuan penyimpangan tersebut berupa pengeluaran yang tidak 
dapat dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai peruntukan.

Sosial
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Menurut BPK penyimpangan ini sebagai kategori moral hazard. 
Sebagian penyimpangan dana itu terindikasi korupsi. Ada proyek-
proyek fiktif, penggelembungan nilai proyek, belanja yang menyim-
pang dari peruntukan, atau pembelian aset yang tidak sesuai aturan. 
Bahkan, ada proyek yang direkayasa, yakni bupati mencairkan dana 
dulu untuk keperluan tidak jelas, baru laporan pertanggungjawaban-
nya dikarang-karang (Suara Pembaruan, 27 Oktober 2010).. 

Dana yang mestinya dipakai untuk membangun perekonomian, 
membangun jaringan infrastruktur, atau untuk kesejahteraan rakyat 
secara umum, akhirnya justru dihambur-hamburkan oleh aparatnya 
sendiri. Belanja aparatur negara mendominasi. Sepertinya tidak ada 
korelasi positif antara pengucuran dana otsus dan peningkatkan 
kesejahteraan rakyat Papua. Praktek penyimpangan ini harus 
dihentikan. Harus ada mekanisme kontrol anggaran yang lebih ketat 
dan sistematis.

Realisasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan juga jauh di bawah 
batas minimal seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Dapat dilihat dalam 
hasil analisa ICS dan Fitra Jakarta terhadap APBD Provinsi Papua 
Tahun 2009. Alokasi anggaran pendidikan dalam APBD Papua 
tahun 2009 sebesar Rp 242,06 miliar. Jumlah ini belum memenuhi 
ketentuan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, 
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan 
Perda No. 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di 
Provinsi Papua. 

Dalam UU No. 21 Tahun 2001, dana otsus Papua terutama ditujukan 
untuk membiayai pendidikan dan kesehatan. Ini seharusnya 
tercermin dalam APBD, dimana persentase dana pendidikan harus 
lebih besar dari sektor lainnya. Dalam UU Sistem Pendidikan 
Nasional mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari 
APBD, namun hanya dianggarkan 4,7%. 

Jika mengacu pada amanat Perda, anggaran pendidikan harus 
sebesar 30% dari dana otsus atau sebesar Rp 313,18 miliar. Namun 
dalam APBD ini hanya dianggarkan 24,18% dari jumlah dana otsus 
yang menjadi bagian provinsi (40% dari total dana otsus). Sebesar Rp 
171,93 miliar atau 84,51 dana pendidikan habis dipakai untuk belanja 
pegawai (gaji, tunjangan, honor) dan biaya administrasi kantor, 
perjalanan dinas, dan biaya makan minum pegawai. Sehingga dana 
pendidikan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan publik 
hanya tersisa Rp 31,52 miliar atau 15,49% dari dana pendidikan (ICS 
Papua dan Fitra Jakarta, 2009).
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Arah perbaikan

Pemerintah pusat dan provinsi serta kabupaten/kota di Papua perlu 
merubah cara pandang terhadap pembangunan selama ini di Papua. 
Pembangunan yang akan dilaksanakan adalah pembangunan untuk 
Papua (development for Papua), bukan lagi pembangunan di Papua 
(development at Papua). Untuk itu dibutuhkan kemurnian motif 
untuk melakukan pembangunan di Papua, sehingga ketika terjadi 
kemandegan dan ketidakberhasilan, pemerintah pusat tidak lagi 
menyalahkan Papua. Pemfokusan kepada persoalan sosio-kultural 
adalah salah satu kunci pendukung keberhasilan pelaksanaan 
pembangunan untuk Papua, dan untuk rakyat Papua.

Selain itu, pemangku kepentingan di Papua harus menemukan 
kembali (reinventing) roh pembangunan Papua, yang lebih 
menekankan pada pembangunan multidimensi berbasis kewilayahan 
untuk mempercepat restrukturisasi sosial dan ekonomi daerah, 
daripada memfokuskan kepada proses pemekaran wilayah. Masih 
banyaknya masyarakat miskin dan adanya dan ketimpangan sosial 
di Papua, mengindikasikan bahwa tidak ada kecenderungan ke arah 
konvergensi, karena akses dan sumber daya modal masih dikuasai 
oleh pihak tertentu, dan belum ditujukan untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat Papua secara optimal.

Persoalan kesejahteraan di Papua tidak dapat hanya dilihat dari satu 
aspek dan kepentingan saja. Salah satu hal yang perlu mendapatkan 
perhatian adalah masalah komunikasi dalam proses pembangunan 
sosial. Komunikasi yang dialogis dibutuhkan untuk menumbuhkan 
kepercayaan antara Pusat terhadap Papua dan sebaliknya. Jadi 
penduduk Papua akan diposisikan sebagai local ownership dari kegiatan 
pembangunan sosial di Papua, karena mereka lebih memahami apa 
yang menjadi kebutuhan riil, serta kompleksitas permasalahan yang 
ada semenjak dulu sampai dengan sekarang. 

— Endang Srihadi —

Pemerintah pusat 
dan provinsi serta 
kabupaten/kota di 
Papua perlu merubah 
cara pandang terhadap 
pembangunan 
selama ini di Papua. 
Pembangunan yang 
akan dilaksanakan 
adalah pembangunan 
untuk Papua 
(development for 
Papua), bukan lagi 
pembangunan di 
Papua (development 
at Papua). Untuk itu 
dibutuhkan kemurnian 
motif untuk melakukan 
pembangunan di 
Papua, sehingga ketika 
terjadi kemandegan 
dan ketidakberhasilan, 
pemerintah pusat tidak 
lagi menyalahkan 
Papua.
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The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan 
publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 
21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda 
yang dinamis atas inisiatif Jeffrie Geovanie. Pada saat ini, Direktur 
Eksekutif dan Riset adalah Anies Baswedan dan Direktur Program 
adalah Adinda Tenriangke Muchtar.

TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba 
yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan 
dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan. 
TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia 
untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk 
memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan 
memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik 
dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat 
diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-
hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan 
masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik 
di Indonesia. TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat 
dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup 
mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses 
demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil 
bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan 
oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama 
yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain 
adalah penelitian, survei, pelatihan, diskusi publik, policy brief dan 
analisis mingguan (Weekly Analysis), penerbitan kajian bulanan 
(Update Indonesia) dan kajian tahunan (Indonesia Report). 

Alamat kontak:
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194 
Jakarta Pusat 10250 Indonesia

Tel. 021 390 5558 Fax. 021 3190 7814
www.theindonesianinstitute.com



Update Indonesia — Volume V, No. 9 - Januari 2011 20

Program Riset dan Pelatihan

RISET BIDANG BISNIS & EKONOMI

Analisis bisnis

Dunia usaha membutuhkan analisis yang komprehensif dalam rangka 
meminimalisir risiko potensial, sehingga pada saat yang sama dapat 
meningkatkan nilai bisnisnya. Analisis bisnis merupakan solusi dalam 
perencanaan stratejik korporat untuk membuat keputusan yang dapat 
diandalkan. Divisi Riset Kebijakan Bisnis TII hadir untuk membantu para 
pemimpin perusahaan dengan memberikan berbagai rekomendasi praktis 
dalam proses pengambilan keputusan.

Riset di bidang bisnis yang dapat TII tawarkan antara lain: (1)  Analisis 
Keuangan Perusahaan, yang meliputi analisis keuangan dan kajian 
risiko keuangan. (2) Konsultansi Perencanaan Korporat meliputi riset 
ekonomi dan industri, evaluasi kinerja, valuasi bisnis dan valuasi merk. (3) 
Analisis Pemasaran Strategis yang meliputi pemasaran strategis dan 
disain program Corporate Social Responsibility (CSR) 

Riset bidang ekonomi

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai 
pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah 
kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi 
yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya 
daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian 
yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak 
terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga 
evaluasi pelaksanaan kebijakan. 

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh 
perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk 
membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam 
setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan 
adalah (1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral 
dan Regional, (3) Evaluasi Program.

RISET BIDANG SOSIAL

Analisis sosial

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang 
berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial 
merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, 
Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan 
Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. 
Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi 
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guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien 
dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, 
kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah (1) 
Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & 
Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program 
Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.

SURVEI & PELATIHAN BIDANG POLITIK

Survei Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah 
survei pra-pilkada. Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya 
pelaksanaan survei pra-pilkada, yaitu (1) Pilkada adalah proses demokrasi 
yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun 
hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim 
dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana 
proses dan hasil pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut 
peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam pilkada 
berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat pilkada, 
survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam 
hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei  untuk: (1) memetakan posisi 
kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) 
mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote 
getter; serta ( 4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye. 

Pelatihan DPRD

Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif 
daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan 
publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan 
masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki 
kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi 
daerah, kemampuan teknik legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran 
politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting 
untuk dilakukan. 

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai 
implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul 
dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian 
Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan 
pelatihan penguatan kapasitas DPRD.
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Telah Terbit
INDONESIA REPORT 2009
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) telah menerbitkan 
kembali publikasi kajian tahunan, Indonesia 2009 setelah sebelumnya menerbitkan 
laporan tahunan Indonesia 2005, 2006, 2007, dan 2008. Buku Indonesia 2009 
merupakan salah satu edisi Indonesia Report yang dipublikasikan TII secara tahunan.

Tujuan penerbitan ini adalah untuk memberikan potret situasi ekonomi, hukum, 
sosial dan politik; serta kebijakan Pemerintah Indonesia. Indonesia 2009 diterbitkan 
dengan tujuan agar bisa memberikan data yang lengkap tentang Indonesia di tahun 
2009. Publikasi tahunan ini diharapkan bisa menjadi landasan dalam memprediksi 
kecenderungan jangka pendek dan jangka menengah Indonesia.

Penerbitan laporan tentang Indonesia secara tahunan ini juga diharapkan akan dapat 
membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis serta 
kalangan akademisi dan think tank nasional dan internasional dalam mendapatkan 
informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, politik, 
keamanan, dan sosial di Indonesia.

Topik-topik yang diangkat  
dalam Indonesia 2009:

Tahun Pemulihan Ekonomi1.	

Perkembangan Pembangunan Infrastruktur2.	

Cicak Vs Buaya: Perseteruan Tiga Instansi 3.	
Penegak Hukum

Daur Ulang Otonomi Daerah4.	

Politik Indonesia 2009: Partai Politik, Pemilu,  5.	
Koalisi Pemerintahan dan Prospek Demokrasi

Potret dan Kinerja Representasi DPR Baru 6.	
(2009-2014)

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  7.	
di Luar Negeri

Potret Buram Perlindungan Anak8.	
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